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ABSTRAK 

Sistem kesehatan merupakan “sebuah kegiatan yang bertujuan dalam 

mempromosikan, memulihkan, atau menjaga kesehatan”. Sistem kesehatan yang 

baik sangat penting dalam mencapai Millennium Development Goals (MDGs). 

Negara-negara dengan pendapatan rendah dan berkembang umumya memiliki 

hasil yang buruk dalam segi sistem kesehatan, meskipun banyak upaya dalam 

rangka peningkatan penggunaan perawatan kesehatan. Lebih dari 8 juta orang 

pertahun di negara berkembang dan negara miskin, meninggal akibat kondisi yang 

pada dasarnya dapat dicegah dengan sistem Kesehatan. Permasalahan pelayanan 

kesehatan primer di negara berkembang seperti Indonesia adalah lambatnya 

proses pelayanan kesehatan. Bagi pegguna jaminan sosial kesehatan Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian Yuridis normatif yang dimana penelitian hukum 

yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. pendekatan 

perundang-undangan, (statue approach) konseptual dan perbandingan 

(comparative approach) kemudian dianalisa secara mendalam. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem 

jaminan kesehatan yang terdiri dari beberapa program, seperti Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk menyediakan akses 

layanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Sementara itu, Jerman memiliki sistem 

jaminan kesehatan yang lebih kompleks, yang mencakup asuransi kesehatan wajib 

bagi penduduk, baik melalui asuransi swasta maupun publik. Perbandingan juga 

mengungkap perbedaan dalam pendanaan, manajemen, dan aksesibilitas layanan 

kesehatan di kedua negara. Meskipun Indonesia telah membuat langkah besar 

dalam upaya universalisasi jaminan kesehatan, masih terdapat tantangan terkait 

ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan kualitas layanan yang konsisten. 

Di sisi lain, Jerman memiliki sistem yang matang namun menghadapi tekanan 

biaya yang meningkat akibat penuaan penduduk dan teknologi kesehatan yang 

canggih. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap 

perbedaan sistem jaminan kesehatan di berbagai negara, serta implikasi kebijakan 

untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Studi ini memberikan 

wawasan bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem jaminan kesehatan 

yang ada dan mengadopsi praktik terbaik dari pengalaman negara lain guna 

meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 

 

Kata kunci: Perbandingan Hukum, Sistem Kesehatan. 
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ABSTRACT 

The health system is "an activity aimed at promoting, restoring or 

maintaining health". A good health system is very important in achieving the 

Millennium Development Goals (MDGs). Low-income and developing countries 

generally have poor health system outcomes, despite efforts to increase health 

care use. More than 8 million people a year in developing and poor countries die 

from conditions that are basically preventable by the health system. The problem 

with primary health services in developing countries like Indonesia is the slow 

process of health services. For social health security users, this research uses a 

normative juridical research method, where legal research places the law as a 

building system of norms. the statutory, conceptual and comparative approaches 

are then analyzed in depth. The results of this research conclude that the results 

of the analysis show that Indonesia has a health insurance system consisting of 

several programs, such as National Health Insurance (JKN) and BPJS Health, 

which aims to provide access to health services for the entire population. 

Meanwhile, Germany has a more complex health insurance system, which 

includes mandatory health insurance for the population, both through private and 

public insurance. The comparison also revealed differences in funding, 

management and accessibility of health services in the two countries. Although 

Indonesia has made great strides in efforts to universalize health insurance, there 

are still challenges regarding the equitable availability of health facilities and 

consistent quality of services. On the other hand, Germany has a mature system 

but faces increasing cost pressures due to an aging population and advanced 

health technologies. This research highlights the importance of an in-depth 

understanding of differences in health insurance systems in various countries, as 

well as policy implications for improving access and quality of health services. 

This study provides insight for policy makers to improve the existing health 

insurance system and adopt best practices from the experiences of other countries 

to improve overall public health. 

Keywords: legal comparison, health insurance system. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesajahteraan umum harus 

diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian, 

pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung 

oleh sistem kesehatan nasional.
1
 Jaminan Kesehatan dibuat dengan tujuan 

dapat merespon kebutuhan dan harapan yang dimiliki masyarakat dalam 

pemenuhan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Tujuan 

perencanaan dan pengaturan berfokus pada masyarakat yang tidak mampu 

(equitable and pro poor health policy) yang dapat membantu mencapai 

akses kesehatan yang universal.
2
 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Sistem kesehatan 

merupakan “sebuah kegiatan yang bertujuan dalam mempromosikan, 

memulihkan, atau menjaga kesehatan”. Sistem kesehatan yang baik sangat 

penting dalam mencapai Millennium Development Goals (MDGs). World 

Health Organization (WHO) telah mengidentifikasi 6 komponen yang 

harus diperlukan dalam menetapkan, mempertahankan dan memperkuat 

sistem kesehatan. Negara-negara telah banyak menghadapi tantangan 

                                                             
1
 Endang Wahyati Yustina, “Hak atas Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan 

Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR)”, Jurnal Kisi Hukum Program Magister 

Hukum Kesehatan Universitas Katoik Soegijapranata Semarang, Vol. 14 No. 1 Juni 2015, p. 94-

95. 
2
 Setyawan Budi. “Health Financing System”. Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang. Vol 2 No 4. 2018. 
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dalam membangun sistem kesehatan yang kuat dan handal. 

Tantangan yang dihadapi antara lain pembiayaan pelayanan kesehatan 

yang tidak  

memadai, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya 

tenaga Kesehatan.
3
 

Kesejahteraan sosial di Indonesia mengacu  dalam Pasal 28 H ayat 

(3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan 

sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai 

manusia yang bermartabat”. Serta pada Pasal 34 ayat (2) yang 

menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
4
 

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberdayakan dan 

mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. 

Salah satunya melalui gerakan pengembangan dan pembinaan jaminan 

sosial nasional diselenggarakan oleh Badan Pembina Jaminan Sosial 

(BPJS), terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Kesehatan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN 

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara 

                                                             
3
 Gotama Indra, Perdede Donald. Reformasi Jaminan Sosial Kesehatan (Pembiayaan 

Kesehatan dan Isu–Isu Jaminan Kesehatan). Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Depkes RI. 

Jakarta. 2010. 
4
 Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2 
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lain, Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan 

Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional) 

kemudian Kehadiran Undang-Undang Nomor Undang-undang (UU) 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang membawa Indonesia pada 

pintu gerbang reformasi jaminan sosial nasional .
5
 

Istilah Asuransi Kesehatan Nasional (AKN) atau National Health 

Insurance (NHI) kini semakin banyak digunakan di dunia. Inggris 

merupakan negara pertama yang memperkenalkan AKN di tahun 1911.
6
 

Di Jerman, sistem lengkap yang mencakup asuransi kesehatan, 

purnakarya, kecelakaan, perawatan dan pengangguran melindungi warga 

terhadap dampak finansial dari risiko yang dapat mengancam eksistensi. 

Asuransi wajib yang ada di Jerman dalam asuransi wajib (GKV) pada 

tanggal 1 April 2007 dan dalam asuransi Kesehatan swasta (PKV) pada 

tanggal 1 Januari 2009, semua warga negara wajib mengambil asuransi 

Kesehatan jika mereka pindah atau tinggal di Jerman.  

Nama resmi Jerman ialah republik federal Jerman (bundesrepublik 

deutschland). Memiliki ibukota negara yang terletak di Berlin. Jerman 

dikepalai oleh seorang presiden, dan kepala pemerintahan Jerman 

dipimpin oleh seorang konselir. Negara Jerman memiliki tingkat 

kemiskinan yang lebih rendah dari Indonesia, yaitu 7% dari total 

                                                             
5
 Arif Suprianto dan Dyah Mutiarin, “Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 

Nasional (Studi Tentang Hubungan Stakeholder, Model Pembiayaan dan Outcome JKN di 

Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Journal of Governance and Public 

Policy, Vol.4, No.1, Februari2017 
6
 HIAA. Group health insurance. Part A. HIAA, Washington DC. 1997 
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populasinya. Dewasa ini usia harapan hidup di Jerman 77 tahun untuk laki-

laki dan 82 tahun untuk perempuan. "Jaminan sosial di Jerman termasuk 

yang paling rapat didunia: 26,7% pendapatan nasional bruto dipergunakan 

untuk belanja negaradi bidang sosial.
7
  

Jerman adalah salah satu negara yang sangat maju dalam teknologi 

kesehatan, dengan memiliki industri teknologi medis yang besar dan 

inovatif. Difusi teknologi adalah suatu proses dimana teknologi memasuki 

dan menjadi bagian dari sistem pelayanan Kesehatan.
8
 Secara keseluruhan, 

teknologi kesehatan di Jerman sangat maju dan inovatif, yang memberikan 

manfaat bagi pasien di seluruh dunia. Adapun Universal  Coverage  

(cakupan  semesta) merupakan  suatu  sistem  kesehatan  yang bertujuan 

untuk masyarakat dalam mendapatkan akses  pelayanan  kesehatan  yang  

bermutu sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  serta dengan  biaya  yang  

terjakau  oleh  masyarakat, antara  lain  pelayanan  kesehatan  promotif, 

preventif,  kuratif  dan  rehabilitative.
9
 

Sistem jaminan sosial berdasarkan undang-undang SGB (statutory  

social insurance/die  gesetzliche  Sozialversicherung)  memiliki peran  

utama  dalam penyelenggaraan sistem  jaminan sosial di Jerman regulasi 

yang dianut Negara Jerman tentang Jaminan sosial kesehatan terdapat 

dalam peraturan Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I)-Allgemeiner Teil-

                                                             
7
 Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibowo, Memahami Negara Kesejahteraan: 

Beberapa Catatan Bagi Indonesia, Jurnal Politica, Vol. 2 No. 3 Tahun 2006. 
8
 Banta, H.D., Behney, C.Y., 1981. Policy Formulation and Technology Assessment” 

Milbank Memorial Fund Quarterly 59(3) : 445 – 479 
9
 Siswanto.  Trade-off  Analysis  in  Indonesian  Health Services System Report. Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemkes RI. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 

Vol  13 No 2. 2010. 
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(Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015) yang 

dalam bahasa Indonesia (Kode Sosial (SGB) Buku Pertama (I)-Bagian 

Umum-(Pasal I undang-undang 11 Desember 1975, Lembaran Hukum 

Federal I p. 3015) bagian Bagian Pertama Tugas Kode Jaminan Sosial dan 

Hak Sosial : 

1. Tasks of the Social Security Code (Tugas Kode Jaminan Sosial) 

(1) The law of the Social Code shall structure social benefits, including 

social and educational assistance, for the implementation of social justice 

and social security. It is intended to contribute to: to ensure a dignified 

existence, to create equal conditions for the free development of the 

personality, especially for young people, to protect and promote the 

family, to enable the acquisition of subsistence through a freely chosen 

activity, and to avert or compensate for special burdens on life, also by 

helping people to help themselves. 

Dalam bahasa Indonesia / Undang-undang Undang-undang Jaminan 

Sosial dimaksudkan untuk membentuk manfaat sosial, termasuk bantuan 

sosial dan pendidikan, guna mewujudkan keadilan sosial dan jaminan 

sosial. Ini akan membantu untuk mengamankan keberadaan yang 

bermartabat, untuk menciptakan kondisi yang sama untuk pengembangan 

kepribadian secara bebas, terutama bagi kaum muda,untuk melindungi dan 

mendukung keluarga, untuk memungkinkan mencari nafkah melalui 

kegiatan yang dipilih secara bebas dan menghindari atau mengkompensasi 
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beban hidup tertentu, juga dengan membantu orang untuk membantu diri 

mereka sendiri. 

2.  The law of the Social Security Code shall also contribute to ensuring that 

the social services and facilities necessary for the fulfilment of the tasks 

referred to in subsection (1) are available in a timely and sufficient 

manner. 

 Dalam Bahasa Indonesia/ Undang-undang Kode Jaminan Sosial juga 

harus berkontribusi untuk memastikan bahwa layanan dan fasilitas sosial 

yang diperlukan untuk memenuhi tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

1 tersedia pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang cukup.
10

 Di 

Indonesia, sistem jaminan sosial dikelola oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan lembaga pemerintah yang 

independen. Sementara di Jerman, sistem jaminan sosial dikelola oleh 

beberapa lembaga yang tergabung dalam sistem jaminan sosial Jerman, 

seperti Deutsche Rentenversicherung (DRV) untuk jaminan sosial pensiun, 

Deutscher Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV-KBS) untuk 

jaminan sosial kecelakaan kerja, dan Deutscher Beamtenbund (DBB) 

untuk jaminan sosial bagi pejabat negara. 

Negara-negara dengan pendapatan rendah dan berkembang 

umumya memiliki hasil yang buruk dalam segi sistem kesehatan, 

meskipun banyak upaya dalam rangka peningkatan penggunaan perawatan 

                                                             
10

 Undang-undang federal Jerman (Pasal I undang-undang 11 Desember 1975, 

Lembaran Hukum Federal I p. 3015)  

https://www.gesetze-im-

internet.de/sgb_1/BJNR030150975.html#BJNR030150975BJNG000300314) diakses pada 22 

Desember 2022 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/BJNR030150975.html#BJNR030150975BJNG000300314
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/BJNR030150975.html#BJNR030150975BJNG000300314
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kesehatan. Lebih dari 8 juta orang pertahun di negara berkembang dan 

negara miskin, meninggal akibat kondisi yang pada dasarnya dapat 

dicegah dengan sistem Kesehatan. Permasalahan pelayanan kesehatan 

primer di negara berkembang seperti Indonesia adalah lambatnya proses 

pelayanan kesehatan. Di negara berkembang pemanfaatan akses terhambat 

dikarenakan jauhnya jarak tempuh, belum optimalnya pemanfaatan akses, 

dan penggunaan akses sesuai regulasi yang masih belum optimal oleh 

petugas, sementara di negara maju seperti di Jerman permasalahan yang 

terjadi adalah sulitnya mendapat perjanjian dengan dokter terutama setelah 

jam kerja dikarenakan kesibukan yang padat. Upaya pencegahan dan 

promosi kesehatan di negara maju sudah lebih baik dilakukan 

dibandingkan negara berkembang yang lebih ke kuratif daripada 

preventif.
11

 

Selain itu, perbandingan pengaturan sistem jaminan sosial di 

Indonesia dan Jerman juga dapat memberikan gambaran tentang kelebihan 

dan kekurangan sistem jaminan sosial di kedua negara tersebut, serta 

bagaimana cara meningkatkan efektivitas sistem jaminan sosial di masa 

yang akan datang. Melalui skripsi ini, diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi pengembangan sistem jaminan sosial di 

Indonesia dan memberikan gambaran tentang bagaimana pengaturan 

sistem jaminan sosial di negara Indonesia dan Jerman. 

                                                             
11

 Aurora, W. I. D. (2019) “Perbandingan Sistem Di Negara Maju Dan Negara 

Berkembang”, Jurnal Manajemen Jambi, 7, pp. 206–214. 
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Berdasarkan pra studi pustaka yang di lakukan oleh penulis bahwa 

jerman sebagai negara federal memiliki pengaturan sistem jaminan sosial 

kesehatan yang lebih baik dari negara indonesia yang merupakan bentuk 

negaranya kesatuan. Oleh karena itu, penulis tertarik menulis skripsi ini 

dengan judul  “PERBANDINGAN PENGATURAN SISTEM JAMINAN 

SOSIAL DI NEGARA INDONESIA DAN JERMAN” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Indonesia 

Dan Jerman ? 

2. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum jaminan sosial Kesehatan 

yang ada di negara Indonesia dan Jerman ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan uraian masalah sebelumnya, diyakini penulis skripsi ini 

akan mampu menjelaskan dan memanfaatkan kejelasan sebagai tujuan. 

Tujuan berikut dimaksudkan untuk dipenuhi oleh tulisan ini:  

1. Untuk menjelaskan sistem jaminan sosial kesehatan di negara Indonesia 

dan jerman.  

2. Untuk mengetahui perbandingan pengatuan hukum sistem jaminan 

sosial kesehatan di negara Indonesia dan jerman 

D. Kegunaan penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa berguna baik secara 

teoritis maupun secara praktis: 

1. Kegunaan Teoritis 
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Penelitian yang akan diteliti lebih jauh nanti, selanjutnya 

diharapkan mampu bermanfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan 

serta dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran kritis dalam 

wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum tata negara 

yang membahas mengenai Perbandingan Sistem Jaminan Sosial 

Kesehatan di Negara Indonesia dan Jerman yang dapat dikembangkan 

secara akademis. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat khususnya bagi 

Bagi Lembaga Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dalam 

menjalankan dan menyelesaikan tugas wewenangnya dalam hal 

menjalankan system jaminan sosial kesehatan. 

b. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam 

mengetahui perbandingan di suatu negara dalam system jaminan 

sosial Kesehatan 

E. Penelitian Relevan 

Dalam penelitian ini penulis meninjau dari beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis. 

Tinjauan yang dilakukan berdasarkan hasil dari skripsi dan artikel jurnal 

karya orang lain, yang memiliki kesamaan dalam pembahasan apa yang 

akan diteliti oleh penulis. Tentu memiliki perbedaan yang signifikan. 

Penulis membagi tinjauan pustaka ke dalam dua kategori. Adapun 

penelitian tersebut sebagai berikut:  
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Penelitian dari, Jack Sie tahun 2020 dengan judul “Studi 

Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Filipina” 

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Pemerintah Oleh Asosiasi Sistem 

Jaminan Sosial. Hasil penelitian ini adalah sistem jaminan sosial kedua 

negara berdasarkan hukum dan pedoman yang telah diakui oleh kedua 

negara. Hasil perbandingan yang dikaitkan dengan teori kemudian 

memberikan jawaban atas baik dan buruknya suatu sistem jaminan 

sosial.
12

 

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan penelitian 

yang di lakukakn oleh penulis terletak pada objek penelitianya yaitu Studi 

Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Filipina sedangkan 

penulis membahas bagaimana sistem jaminan sosial kesehatannya antara 

indonesia dan jerman. 

Penelitian oleh Solechan, (2019) dalam mengkaji “Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan 

Publik”. Dijelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan 

                                                             
12

 Jack Sie, “Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Filipina 

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Pemerintah Oleh Asosiasi Sistem Jaminan Sosial” Skripsi 

(Batam : Fakultas Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2020) 
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pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia 

yang sudah menjadi hak dasar manusia.
13

  

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan penelitian 

yang di lakukan oleh penulis terletak pada judul yang di kaji. Dalam jurnal 

tersebut membahas tentang “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik” sedangkan penulis mengkaji tentang 

“Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Di Negara Indonesia Dan Jerman”. 

objek yang dikaji jurnal tersebut hanya membahas seputar jaminan sosial 

kesehatan yang ada di indonesia saja, sedangkan penulis membahas 

pebandingan antara di negara Indonesia dan Jerman. 

Penelitian oleh, Detayu Sobeang tahun 2021 dengan judul 

“Perbandingan Sistem Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage 

(UHC) Di Indonesia Dan Kuba”. Hasil penelitian ini adalah Hasil 

penelitian menunjukkan Negara kuba lebih mengedepankan Primery 

Health Care (PHC) dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan, 

meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dengan 

telah mencapai rasio 1:150 untuk jumlah dokter dan penduduk yang 

dilayani. Sedangkan Indonesia rasionya adalah 1:2500 untuk jumlah 

dokter dan penduduk yang dilayani. Masih banyak tantangan yang 

dihadapi oleh Indonesia dalam rangka mewujudkan UHC, antara lain 

kelengkapan sarana prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan 

                                                             
13

 Solechan, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai 

Pelayanan Publik” Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, Nov 2019. 
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alat kesehatan, pemerataan distribusi SDM Kesehatan, pemanfaatan data 

dan sistem informasi, kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi-

regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN.
14

 

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek negara yang dikaji kalau 

jurnal tersebut Perbandingan Sistem Jaminan Kesehatan Universal Health 

Coverage (Uhc) Di Indonesia Dan Kuba. Sedangkan penulis membahas 

bagaimana sistem kesehatan di Indonesia dan Jerman.  

Penelitian dari, Ama P. Fenny, Robert Yates & Rachel Thompson 

Tahun 2021 dengan Judul “Strategies for financing social health 

insurance schemes for providing universal health care: a comparative 

analysis of five countries”. Hasil dari penelitian Hasil menunjukkan bahwa 

masing-masing negara yang dipilih bergantung pada pluralitas skema 

asuransi kesehatan dengan masing-masing menargetkan kelompok yang 

berbeda. Selain itu, banyak dari program Jaminan Kesehatan Sosial 

dimulai dengan mencakup sektor formal terlebih dahulu, dengan harapan 

dapat mencakup kelompok lain di sektor informal di kemudian hari. 

Cakupan asuransi kesehatan untuk kelompok miskin sangat rendah, 

dengan mekanisme penargetan untuk menutupi masyarakat miskin dalam 

                                                             
14

 Detayu Sobeang, “Perbandingan Sistem Jaminan Kesehatan Universal Health 

Coverage (Uhc) Di Indonesia Dan Kuba” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, 

Nomor 2, 2021 
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bentuk pengecualian dan keringanan tidak mencapai hasil yang 

diinginkan.
15

 

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan penelitian 

yang di lakukakn oleh penulis terletak pada objek penelitianya yaitu trategi 

pembiayaan skema asuransi kesehatan sosial untuk menyediakan 

perawatan kesehatan universal: analisis komparatif dari lima negara 

sedangkan penulis membahas bagaimana sistem jaminan sosial kesehatan 

antara Indonesia dan Jerman begitupun jurnal ini membahas objek 

pembahasnya kesehatan universal: analisis komparatif dari lima negara 

yaitu Ghana, Kenya, Eutopia Tanzania, dan Rwanda sedangkan penelitian 

ini lebih fokus ke sistem kesehatannya antara kedua negara yaitu Indonesia 

dan Jerman. 

Penelitian dari, Wahyu Indah Dewi Aurora Tahun 2019 Dengan 

Judul “Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju Dan Negara 

Berkembang” hasil dari penelitian ini. : Ada perbedaan menonjol antara 

sistem kesehatan di negara maju dan negara berkembang. Permasalahan 

pelayanan kesehatan primer di negara berkembang adalah lambatnya 

proses pelayanan kesehatan. Di negara berkembang pemanfaatan akses 

terhambat dikarenakan jauhnya jarak tempuh, belum optimalnya 

pemanfaatan akses, dan penggunaan akses sesuai regulasi yang masih 

                                                             
15

 Ama P. Fenny, Robert Yates & Rachel Thompson. Strategies For Financing Social 

Health Insurance Schemes For Providing Universal Health Care: A Comparative Analysis Of Five 

Countries”. Global Health Action 2021, VOL. 14, 1868054 

Https://Doi.Org/10.1080/16549716.2020.1868054 
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belum optimal oleh petugas, sementara di negara maju permasalahan yang 

terjadi adalah sulitnya mendapat perjanjian dengan dokter terutama setelah 

jam kerja dikarenakan kesibukan yang padat. Upaya pencegahan dan 

promosi kesehatan di negara maju sudah lebih baik dilakukan 

dibandingkan negara berkembang yang lebih ke kuratif daripada 

preventif.
16

 

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan penelitian 

yang di lakukakn oleh penulis terletak pada objek penelitianya yaitu 

Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju Dan Negara Berkembang 

sedangkan penulis membahas bagaimana sistem jaminan sosial kesehatan 

antara indonesia dan jerman. 

F. Kerangka Teoritik 

1. Perbandingan Hukum 

Perbandingan hukum ada beberapa istilah asing penyebutannya, 

yaitu Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law (Istilah 

Inggris), Droit Compare (istilah Perancis), Rechtsgelijking (istilah 

Belanda) dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre (istilah 

Jerman). Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa 

pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara 

lain:
17

 

                                                             
16

 Wahyu Indah Dewi Aurora, “Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju Dan 

Negara Berkembang” JMJ, Volume 7, Nomor 2, Mei 2019. 
17

 Barda Nawawi Arief. Perandingan hukum pidna. Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2010. 3-5 

http://library.stik-ptik.ac.id/hasilcari?query=100:%20%22Barda%20Nawawi%20Arief%22
http://library.stik-ptik.ac.id/hasilcari?query=260b:%20%22Raja%20Grafindo%20Persada%22
http://library.stik-ptik.ac.id/hasilcari?query=260b:%20%22Raja%20Grafindo%20Persada%22
http://library.stik-ptik.ac.id/hasilcari?query=260c:%20%222010%22
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Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan 

hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan 

sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. Atau 

membanding-bandingkan sistem hokum positif dari bangsa yang satu 

dengan yang lain.
18

 

 Menurut Rene David dan Brierly Manfaat atau kegunaan dari 

perbandingan sistem hukum yaitu seperti yang diungkapkan oleh beberapa 

ahli sebagai berikut:
19

 

a.  Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan 

filosofis. 

b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk 

mengembangkan hukum nasional kita sendiri  

c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap 

bangsa-bangsa lain dan memberikan sumbangan untuk 

menciptakan hubungan atau suasana yang baik bagi 

perkembangan hubungan internasional. 

2. Hukum pembangunan 

konsep hukum pembangunan, Ada 2 (dua) aspek yang 

melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi 

bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan 

masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi 

                                                             
18

 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

1983,  60. 
19

 Ade Maman Suherman, Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004. 17-19 
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perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.
20

 Oleh 

karena itu, Mochtar Kusumaatmadja
21

  mengemukakan tujuan pokok 

hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan 

syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum 

adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, 

menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban 

diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di 

masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat 

dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa 

adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat 

Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian 

dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar 

berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan 

masyarakat”/”law as a tool of social engeneering” atau “sarana 

pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
22

 

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” 

didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban 

dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang 

diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung 

dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum 

                                                             
20

 Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan 

dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M., Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2002, hlm. V 
21

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 

Nasional, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3. 
22

 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, 

Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13. 
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dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai 

alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan 

manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. 

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi 

sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar 

Kusumaatmadja, yaitu :  

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau 

pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan 

dipandang mutlak adanya;  

2.  Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat 

berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam 

arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah 

pembaharuan. 

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka 

alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang 

menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang 

klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk 

membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan 

kehidupan bernegara”.
23

 

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  

Badan    Penyelenggara    Jaminan    Sosial    merupakan    sebuah    

badan    hukum    untuk menyelenggarakan   program   jaminan   sosial   

                                                             
23

 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, 

Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13 
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untuk   menjamin   seluruh   rakyat   agar   dapat memenuhi  kebutuhan  

dasar  hidup  yang  layak (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2011).  BPJS 

diselenggarakan  berdasarkan  asas  kemanusiaan,  manfaat,  dan  keadilan  

sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan 

pemenuhan  kebutuhan  dasar  hidup  yang layak bagi setiap rakyat 

Indonesia yang sudah menjadihak dasar manusia.
24

 

BPJS Kesehatan bertujuan Membangun kemitraan strategis dengan 

berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan 

kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Menjalankan dan 

mamantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, 

G. Metode penelitian 

Metode penelitian penulis mencakup sejumlah pendekatan ini: 

1. Jenis dan sifat penelitian 

penelitian ini bersifat yuridis normatif yang digunakan untuk 

meneliti dan hukum itu sebagai mana, asas hukum, doktrin hukum, teori 

hukum dan kepustakaan laianya guna menjawab permasalah hukum. 

Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang norma hukum dalam 

perbandingan pengaturan system jaminan sosial Kesehatan di negara 

Indonesia dan Jerman. 

2. Pendekatan penelitian 

                                                             
24

 Solechan, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai 

Pelayanan Publik” Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, Nov 2019. 
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Pada penelitian pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan 

perundang-undangan, (statue approach) konseptual dan perbandingan
25

  

(comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan 

dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan perundang-undangan 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
26

 Pendekatan 

perundang-undangan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu 

penelitian. Pendekatan konseptual bersumber dari pendangan-pandangan 

ilmu hukum dan berasal dari doktrim-doktrin ilmu hukum. Pendekatan 

Perbandingan atau (comparative approach) itu pendekatan dengan cara 

membandingkan dan mencari persamaan, perbedaan, temuan baru baik 

dari sistem hukum dan lain sebagainya Pendekatan perbandingan 

dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum dengan  hukum 

negara lain. 

3. Sumber bahan hukum  

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan 

sumber bahan hukum yang dibagi antara bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Berikut bahan hukumnya: 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                             
25

 Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” (Malang: 

Bayumedia, 2007), 391 
26

 Petter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana, 2006), 93 
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Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama
27

 

dalam penelitian yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum yang 

mengikat. Bahan hukum primer di Indonesia seperti: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, 

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional  

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja 

5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang 

Jaminan Kesehatan. 

6) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I) - Allgemeiner Teil 

- (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I 

S. 3015) 

7) Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche 

Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 20. 

Dezember 1988, BGBl. I S. 2477) 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Data sekunder membentuk sebuah sumber bukti yang secara 

langsung tidak membagikan bukti atau sebuah informasi kepada 

                                                             
27

 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat” (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13 



21 
 

 

 

pengumpulan data, dapat diambil dari data yang sudah ada atau mengutip 

dari literatur. Data sekunder erupakan sebuah data untuk menguatkan data 

primer.
28

 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari 

teori-teori, pendapat hukum, doktrin-doktrin yang di peroleh dari artikel 

ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal dan lain sebagainya dan tentunya 

berkaitan dan dapat mengantarkan peneliti kepada data yang dibutuhkan 

peneliti serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis dalam pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa 

langkah yaitu dengan inventarisasi, klasifikasi dan kategorisasi serta 

analisis bahan hukum.
29

 Mengumpulkan literasi yang relevan dan 

mengumpulkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan langkah 

inventarisasi. Penggolongan bahan hukum dan menyusunnya adalah 

langkah kualifikasi bahan hukum guna menghasilkan penelitian yang 

objektif serta akurat. Analisis bahan hukum merupakan menganalisis apa 

yang sudah didapatkan dari kualifikasi bahan hukum sehingga menemukan 

gambara uumum jawaban dari hasil penelitian. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Sesuai dengan karekteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik 

analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik Interaktif. Teknik 

interaktif ada reduksi data, penyajian data dan tentunya adalah menarik 

kesimpulan. Reduksi data itu menggolongkan, mengarahkan dan tidak 

                                                             
28

 Mahi M. Hikmat. Metode penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. 72 
29

 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press, 2020), 
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menggunakann yang tidak penting bisa menggabungkan informasi yang 

diperoleh, sedangkan penyajian data itu dengan bagan, tabel, grafik dan 

lain-lain. Menarik kesimpulan yang sesuai baik dari penelitian 

berlangsung maupun penelitian selesai. 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam membahas dan menganalisistentang “Perbandingan 

Pengaturan Sistem Jaminan Sosial Di Negara Indonesia Dan Jerman”. 

Agar menjadi sistematis, maka tata uraian penelitian akan peneliti bagi 

menjadi lima bab, Untuk memastikan pembahasan penelitian ini disusun 

setiap bab memiliki sejumlah sub-bagian. Berikut ini adalah deskripsi 

sistematis: 

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metedologi penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis yang 

memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan 

penelitian , yang meliputi teori perbandingan hukum dan jaminan sosial. 

BAB III Hasil Penelitian, pada pembahasan ini nantinya akan 

fokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian 

peneliti. Pada bab ini akan diuraikan tentang konsep pengaturan jaminan 

sosisal kesehaan di negara Indonesia dan Jerman. 
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BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis akan 

menganalisis bgaimana perbandingan dan mekanisme pengaturan sistem 

jaminan sosial Kesehatan Indonesia dan Jerman. 

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan 

sebuah rangkaian konsitensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab 

sebelumnya, serta saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak yang 

terkait. 

  



 
 

104 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, 

maka maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perbandingan sistem jaminan Kesehatan di negara Indonesia dan 

Jerman yaitu berdasarkan teori perbandingan hukum Kedua negara 

sama-sama memiliki sistem asuransi kesehatan sosial Sistem asuransi 

kesehatan di kedua negara dimaksudkan untuk memberikan layanan 

kesehatan dasar kepada Masyarakat. Di kedua negara, pemerintah 

berperan dalam menyediakan layanan Kesehatan. Ada sedikit 

perbedaan antara sistem jaminan Kesehatan, di Indonesia  kurang 

mencakup semua penduduk, Program JKN (jaminan Kesehatan 

nasional mencakup Sebagian besar penduduk saja sedangkan di jerman, 

Universal, mencakup semua penduduk warga negara dan penduduk 

tetap (warga negara, imigran, dll). Cakupan Kesehatan yang luas dan 

merata. Di Indonesia Badan hukum yang melindungi jaminan 

Kesehatan itu ialah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Sedangkan di negara Jerman Asuransi kesehatan di Jerman dikelola 

dengan sistem ganda melalui Penyelenggara Asuransi Kesehatan 

Nasional (GKV) dan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Swasta 

(PKV)1. Asuransi GKV dapat diakses oleh semua orang, sementara 

asuransi kesehatan swasta memberlakukan ketentuan tertentu.  
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2. Indonesia menganut Hukum sipil (civil law) dengan pengaruh hukum 

adat dan agama, Indonesia banyak sekali aturan yang membahas 

mengenai jaminan sosial Kesehatan meliputi. UU no. 40 tahun 2004 

tentang sistem jaminan sosial nasional (UU SJSN), dan diperkuat 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

dan pemerintahpun ikut serta di dalam memberikan jaminan Kesehatan. 

Sedangkan di Jerman sama-sama menggunakan Hukum sipil (civil law) 

dengan pengaruh hukum Romawi dan Jermanik, beberapa aturan yang 

membahas tentang jaminan Kesehatan Kode Sosial (SGB) Buku 

Pertama (I) (Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Sozialgesetzbuch 

(SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung.  

B. Saran  

1. Hak konstitusional warga negara Indonesia dan jerman dalam 

memperoleh jaminan Kesehatan  menjadi  tanggung jawab penuh 

pemerintahnya dengan dibuktikan dibuatnya BPJS dan GKV, banyak 

organ pemerintahan harus memperhatikan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan tentang jaminan Kesehatan di seluruh dunia untuk 

meningkatkan koordinasi antar lembaga BPJS Kesehatan dengan 

Fasilitas Kesehatan dalam keselarasan pelaksanaan pelayanan 

Kesehatan 

2. Negara maju perkembangan pembangunan sistem jaminan kesehatanya  

terlihat lebih dominan dibandingkan dengan negara berkembang, maka 

pembangunan bagi negara-negara berkembang harus memiliki 
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standarisiasi Pembangunan terkait program pembangunan Kesehatan 

yang jelas, aturan yang jelas, pelaksanaan yang jelas seperti Indonesia 

harus lebih Meningkatkan pengawasan dan evaluasi sistem kesehatan 

berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi 

masyarakat. 
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